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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/ 

HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA 

 
NOMOR  05/ KPN.W16-U1/SK/KP4.1.4/I/2026 

  
TENTANG 

 
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  

PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN 

INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA 
 

                                           
KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN 

INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA 
 
 

Menimbang  : Bahwa untuk menjamin kualitas dan objektifitas dalam 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur 

Sipil Negara (ASN) jabatan Kesekretariatan dan Kepaniteraan 

pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama, maka perlu 

dibentuk Tim Penilai Kinerja pada Pengadilan Negeri/Tindak 

Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas IA; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 

1986 tentang Peradilan Umum; 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor I1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil; 

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri 

Sipil; 

 

5.Peraturan…….. 
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5.Peraturan Presiden…….. 
 
  5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang 

Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 

Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung RI 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan; 

  8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 

1/SEK/SK/I/ 2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi 

Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya; 

  9. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Mutasi Tenaga Kesekretariatan 

Menjadi Tenaga Teknis (Panitera Pengganti dan 

Jurusita/Jurusita Pengganti); 

  10. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2023 tentang pemberlakuan layanan promosi dan 

mutasi kesekretariatan, pindah antar instansi dan 

jabatan fungsional berbasis elektronik pada aplikasi 

system informasi kepegawaian dilingkungan Mahkamah 

Agung; 

  11. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 

2/DJU/SE/VI/2012 Tentang Pengangkatan Juru Sita 

dan Juru Sita Pengganti. 

  12. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 

4/DJU/KP.01.2/12/2017 Tentang Pengangkatan 

Panitera Pengganti. 

 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK 

PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL 

PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG BADAN 

PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA 

PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA 

KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS 

IA 

 

 

KESATU........ 
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KESATU : Membentuk Tim Badan........ 

 

KESATU : Membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana 

Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas IA dengan 

susunan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang   

tidak terpisahkan dari penetapan ini; 

KEDUA : Tugas pokok Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan adalah memberikan pertimbangan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Korupsi/Hubungan 

Industrial Palangkaraya Klas IA dalam hal pengusulan 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan 

dari jabatan Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Palangkaraya; 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan 

perbaikan sebagimana mestinya. 

 
 

          Ditetapkan di: Palangka Raya 
          Pada tanggal : 05 Januari 2026 
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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KLAS IA  
NOMOR 05 /KPN.W16-U1/SK/KP4.1.4/I/2026 TENTANG BADAN 
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN 
NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL 
PALANGKARAYA KLAS IA. 
TANGGAL  05 Januari 2026 

 
SUSUNAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  

PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

 
NO               NAMA            JABATAN DALAM TIM 

1 R. HEDDY BELYANDI, S.H., 
M.H. 

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya  
selaku Ketua Tim 

2 YUNITA, S.H. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan 
Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya  
selaku Anggota Tim 

3 BENYAMIN, S.H. Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, 
Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan 
Negeri Palangkaraya selaku Anggota Tim 

4 BUDIYANNOOR, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya 
selaku Anggota Tim 

5 MUHAMMAD NOOR, S.Kom.  Sekretaris Pengadilan Negeri Palangkaraya   
selaku Anggota Tim 

6 RUSSIANNA, S.H. Kasub. Bag. Kepegawaian Organisasi dan 
Tatalaksana Pengadilan Negeri Palangkaraya 
selaku Sekretaris/Notulen  

                    
 Ditetapkan di : Palangkaraya 
 Pada tanggal  :  05  Januari 2026 
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